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ARBSTRAK

Pada tangeal 15 April 1994 pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir
vang memuat hasil-hasil perundingan perdagangan multilateral putaran uruguay dan
meratifikasi persetujuan pembentukan WTO dengan Undang-undang MNo.7 Tahun 1994 pada
tanggal 2 November 1994 Sebagai anggpota WTO, Indonesia harus mematuhi ketentuan yang
ada didalam WTO. Salah satunya ketentuan  TRIP's yang lahir sebagai salah satu hasil dani
negosiasi Putaran Perjanjian Umum di uruguay. Penpesshannya sebapgai Annex 1C dar
perjanjian pembentukan WTO. Khusus mengenai perlindungan Indikasi Geografis ketentuan
TRIP's tidak mengatur secara spesifik cara perlindungan yang disyaratkan bagi Indikasi
Geografis Oleh karenanya, TRIF's mewajibkan kepada MNepara-negara anggols uniuk
menyedigkan “Cara-cara hukum” (fegal Means) vang implementatif untuk melindungi
indikasi Geografis.Momen ini memberikan peluang negara-negara anggota untuk memilib
sistem  perlindungan yang dipandang paling tepat secara nasional. Dalam penyusunsn
peraturan mengenai Indikasi Geografis, Tiap-tiap negara boleh menambah atau minimal sama
dengan aturan TRIP's , discseaikan denpgan  prinsip perlindungan standar minimal (The
Minimum Standard Protection Principle) Indonesia menerapkan Ketentuan TRIP's tersebul
dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 testang Merek dan Peraturan Pemerintah Nomar
51 tahun 2007 vang mengatur perlindungan hukum Indikasi Geografis secars konstitutif' yaitu
dengan cara pendaflaran di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektoal Penyelesaian skripsi
ini dilakukan melalui penelitian Yuridhis Normatif dengan melakukan inventarisasi peraturan
— peraturan mengenai Indikasi Geografis  sebagai rezim Hak Kekayaan Intelekrual dan
meneliti sinkronisasi antara TRIP’s dengan peraturan Perundang-Undangan  Indonesia
mengenai Indikasi Geografis.Hasil penelitian ini memaparkan babwa penerapan TRIF's
mengenai  perlindungan  Hukum  Indikasi Geografis di  Indonesia  dilakukan  melalui
penyesuaian kondisi dan kebutuhen bagi masyarakat yang dibingkai oleh suatu persturan
Perundang-Undangan. Diharapkan perundang-undangan yang telah ada mengenai Indikasi
Geografis dapat menjedikean MKI sebagai senjata dalam meningkatkan perekonomian rakyat
Larena kekayaan alam dan budavanya.



BALR I
PENDAHULUAN

' A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia vang terletak di Asia
lengpara, antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samuodra

| Hindia. Karena keberadsanya di antara dua benua, dan dua samudra, ia disebut juga
schagal Nusantara (Kepulauan Antara). Terletak di kawasan Asia Tengpgara. Indoncesia
memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1,922.570 km® dan Juas
cerairan 3.257.483 km®.' Indonesia berbatasan denpan Malaysia di pulau Kalimantan,
serbatasan dengan Papua MNugini di pulau Papua dan berbatasan dengan Timor Leste di
pulau Timor. Multatuli mengstakan Indonesia adalah Famrud  yang melingkar i
chatulistiwa® Sehingga Indonesia merupakan negara vang unik dan menarik untuk diteliti

‘ch para peneliti.

Penelitian vang dilakukan para ahli dalam berbagai bidang ilmu dan teknolopi tidak
soas dart kayanva sumber dava alam vang tersedia  di muks bumii Baik dar barang -
seang pertanian (Aprans), sumber daya di perairan, lambang dan perkebusan yang

wmanila dikembangkan  dan  dikelola denpan  baik dapat dihargai dengan nilai

swomomis[Hantaranya Kopl Toraja, Kepl Mandailing, Lada Muntok/Bangka Kayu manis.

wopuisa Medan, Marguisa Ujung Pandang, Apel Malang, Salak Pondoh Sleman, Ubs

e R

=mby, Tembakau Deh dan segi fempatiwilayah, cuacafkhim, struktur anah vang

— e ——

se==unvai pengaruh terhadap kualitas dan eita rasa yanp khas’ Oleh karenanya kekayaan

com vang disebutkan diatas merupakan produk Indikasi Geografis yang mempunyai tanda

= e diterjemahkan andi tenri day Aaveloar, iirask yopvakana 2008
wome Zzmarsasoneko,dalam wilisan “fisfauan secarda smu reniang inditasi geografis. km {3
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untuk menunjukkan sustue deerah asal atag barang dipengaruhi oleh Taktor alam dan

manusia. Produk dan barang yang dihasilkan tersebut mempuonya cir dan kualibes berheda,

Indikasi Geografis merupakan salabh satu Rezim dari hak kekavaan intelebual
sehagai hak  tak  berwujud (immatenl) wvanpg diperoleh dari hasil keeatifitas  dan
keintelektualan manusia ontuk mengelola segala hal sumber dayva alam yange berada
disekitarnya.Sehingga hak tersebut merupakan sumber kekayaan yang fidak pernah punah
Jan dapat dinikmati secara turun temurun,

Indikasi Geografis harus dilindungi dari Eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan
terhadap sumber daya alam yang tidak saja berpengarub terhadap perekonomian namun
uga terhadap nilai-nilai sosial. Sumberdaya yang berada disckeliling masyarakat batk di
‘ndonesia ataupun di negara lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kulooral
merupakan asel bersama bangsa yang mempererat hubungan sosial kemasyarakatan.
=zperti Beras Brasmanti di India yang pada awalnya dikelola dan diambil hasilnya olch
Zzn untuk kepentingan bersama masyvarakal yang bemada didekatnya, Dapat dilibat hetapa
ram sangat berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

Denpan manajemen Hak Kekayaan intelektual yang cfcktif, tentunya dapat
membuka  peluang  bagi  masyamkat  dan  perusahaan-perusahaan daerab  untuk
mengpunakan asel  alamoya untuk meningkatkan keuntungan dalam kompetisi dan
=2z limbulnya konsepsi kekavaan di bidang kekavaan intelcktual seperti produk-
wcuk Indikasi Geoprafis akan menimbulkan konsepsi hukum mengenai hak Untuk itu

= =men ini harus dibarengi dengan perlindungan produk-produk yang  dihasilkan
o2 langkah utama dalam penegakan hukum.

Sistem perlindungan Peranjian Trade Related Aspect OF  Intellectual Property

PRIFs) yang tergabunpg dalam World Trade Ovganization (WTOQ) disamping

—mnva telab diatr pula dalam ketentuan pasal 10 Konvensi Paris yang berisi



I
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penepasan  larangan untuk  memperdagangkan  barang vang  menppunakan Indikosi

Grenprafis sebagai obyek Hak Kekavaan Intelektal yang tidak sesuai denpan asal dari

“aerah atau wilavah geogralis iersebul,

Perjanjian TRIP's mewsjibkan negars-nepara anggota untuk menyusun peraniran
tentang Indikasi Geografis denpan wjuan memberikan perlindungan hukum terhadap
oraktek atan tindakan persaingan curang. Darl pasal 228 Peganjian TRIP's dapat
ditafsirkan bahwa tujuan utama dan perlindungan Indikasi Geogralis adalah untuk
welindungi kesesatan atau  kebingungan *Sedanpkan di tingkat nasional dikeluarkan
ceraturan mengenal perlindungan hukum Indikasi Geografis yakni pada pasal 56 sampai
Zengan pasal 39 Undang-undang Nomor 15 tabun 2001 tentang merek dan Peraturan
Femernntah Nomeor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.Mengalur tentang suatu
=nda produk yang menunjukan asal usul suatu barang vang terlihat kekhasan dari ciri dan
c=zlitasnya karena fakior lingkungan geografis,”

Sistem perlindungan Hukum di Indgpesia tentang Indikasi Geografis sendin masih
—enginteprasikan perlindunganya kedalam sistem Merek vang berarti sepala peraturan
memzenai perlindungan kedua rezim  ini adalah sama  dan  bersifot  muraris
mwiondis Sehingga perlindunpan terhadap Indikasi Geografis tidak dapat berdin sendiri
== =eming bemabrakan dengan ketentuan Merek.Dalam sistem perlindungan  hukum
soezs Geograhs di Indonesia, tampak bahwa sistem vang dianut adalah sistem
womstutif Artinya, pendafiaran merupakan syamat utama perlindungan, "Mamun pemerintah

—asyvarakat belum mempunyai inisiatif uniuk mendaftackan prodik-produk vang

s=—oosvar potensi Indikasi Geoprafis di dasrahnva Sehingpa keunikan-keunikan dan

TR TEEAng ayuperlindungan Auker indikasi geogralis suali ariangan periindungan aver hangsa
ez wmdeg hki volitmo. Lapril 2004, him 20

s peraturan pemerintah nomor 51 fahun 2007 tentang indikasi geografis

St vy, memperbincangkan kak kekayaan inelebrual inditasi peografis, ptalumni,bandung 2006 Al



sesuaty vang khas pada produok tecsebul lidak mendapat perlindungan hukam dan mudah di

klaim oleh negara lain vang mendaftarkannya terlebih dahulu,

| | Salah saiu kasus indikasi geografis di kancah internasional dapal dilibal pads Kasus
kgju tradisional Feta Kasus yang mungkin adalah kasus paling menank sekaligns
kontroversial tentang “percbutan” tempal asal satu produk kekayaan tradisi. Fetn adalab
=ju putih dan kambing atau domba yang selams ratusan tahun dihasilkan produsen lokal
21 Yunani, Keju im kemudian ferkenal ke mancancgara dengan nama tradisionalnva, Feta.
Dralamy bahasa Yunani, Feta berarti irisan. Pada pertengahan tabun 2005, tampil dengan
=251l mengagetkan. Ternyata, cil khas keju tradisional Feta, baik dar segi tradisi
l s=mbuatan maupun asosiasi di benak schagian besar konsumen, menunjukkan bahwa Feta
=asih berakar kuat di Yunani, Maka, dengan besar hati, produsen keju Feta di Perancis,
. Denmark, dan Jerman harus menphentikan produksi mereka. Paling tidak, mengganti
l semagian unsur produksi mercka, termasuk pemakaian nama Feta yang terkenal i, dalam
amgka wakiu lima tahun sekaligus mengembalikan kontrol atas produk itu kepada

=rodusen lokal di Yunani.”

Semakin meningkatnya perhatian pada Indikasi Geografis di negara berkembang

== dapat dilihat dari banvaknya regulasi yang dikeluarkan maka aroma pelanggaran dan
. se=complengan tanda-tanda produk dan negam maju semakin terasa pula Diantaranya
B o= kopi Gayo yang  diketabui didaflarkan oleh pengusaha Belanda sebapgai merek
[0 wo=z di Belanda, sehingga eksportic kopi dari Daemah Gayo, Nangegroc Acch
2

camesalam, tidak bisa mengekspor komoditas itu dengan menggunakan merek Gayo.

I o= ova, nama Kopi Toraja telah digunakan di luar neperi dan didaftarkan sebagai

Sz Femang Ayu ok movol, indikasi osgl, don hok kebudoyoan, Wenw wordpress.com, dickses poda
B D7 ool 20808 fam 174G

e cemariibisnis.coad, di akses tanggal 1 apnl 2008 | jam 7: 34
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BARB IV

PENUTUP

AKESIMPULAN

1

Eonsckuenst yuridhis bagi pemenntah Indonesia setelah menandatangani Kesepakatan
OATTAWTO dan meratifikasinye dalam Undang-undang Momor 7 tahun 1994, [Dan
kemudian melahirkan Trade Reloted Aspects of Imtellectual Property Rights (TRIs)
dan  mewajibkan kepada Negara angpota  termasuk Indonesia untuk
mengimplementasikan dan menyesuaikan Instrumen-instrumen hukum nasionalnya
dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIP's. TRIP's menyiratkan bahwa
tiap-tiap Negam angeota mempersiapkan “cam-cara hukum” (Legal Means) tersendiri
dan dapat menambal kuoantitas dan kualitas pedindungan namun tidak boleh
menguranginya scsuai prinsip perlindungan standar minimal (The Minimum Standard
Protection Principle) Karena berbeda dengan rezim HED lainnya, dalam TRIF's tidak
secara spesifik ditentukan cara perlindunpgan vang disvaratkan bagi Indikasi Geografis,
sehingga Negara-negara anggota dapat memilih sistem perlindungan yang dipandang

naling lepal secara nasional,

“wegara Indonesia menjawab bagaimana penerapan TRIP's kedalam ketentuan
“zsiopal  Indonesia dengan membeat  peraturan perundang-undangan yang
memprotekst Indikasi Geoprafis secara hukum.Pembuatan  peraturan  perundang-
weiangan  kedalam hukum nasional mervpakan Bentuk ketastan Indonesia terhadap
“um Internasional vang dilandasi Undang-undang dasar 1945 terutama pasal 11 ayat

=ng  memberikan  wewenang  kepada  presiden untuk membual  perjanjian

“ermasional.Dan diperkuat lagy dengan hadimya Undang-undang No 24 {ahun 2000

o perjanjian Internasional. Pemerintahan Indonesia menganggap bahwa perlunya
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BE
dibust suaty peraturan nasional tentang HEI dan khususnva Indikasi Geografis
dikarenakan pengaruhnya vang sangat besar bagi kelidupan rakyat. seperti

1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang  pengesahan  Jgreenwent
Establishing The World Trade Organization (Persetujuan  Pembentukan

Orpanisasi Perdagangan Dursa)

[

. Undang-undang Nomor 15 tabun 2001 tentang Merek
. Peraturan Pemenntah Womor 531 tahun 2007 tentang Indikasi Geografiz

()

Implementasi aturan TRIP's kedalam ketentuan nasional diatas mengatur hal-hal yang
penting dan disesuaikan dengan kebutuhan nasional.Dan selanjutnya didukung olch
Undang-undang  pendukung  vang  berkaitan  denpgan  perlindungan  Indikasi
Creoprafis yaitu
1. Undanpg-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Persaingan
Tidak Sehat
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3. Peraturan Daerah No 19 tahun 2003 tentang Pepataan Dan Pembinaan
Perpudangan
Dengan penyesuaian — penvesuaian perangkat hukum tersebut | menandai
keputusan politik bangsa Indonesia untuk secara resmi melangkah menuju era

HEI

“endala Yang Ditemukan Dalam Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia
sierupakan hal yang wajar karena Indonesia adalah Negara pemula dalam  pencrapan
“ak Kekavaan Intelektual dan sebagian besar aturan dalam TRIP's merupakan produk
=kum yang telah dipenuhi kepentingan Negara majuSehingga Indonesia dengan

czerpantungan Intemasional vanp sanpat tinggi, menjadi Negara yang terpaksa dan

g8



B9

ikut-ikutan  dalam  memprotcksi HKT terwtama Indikasi Geoprafis.Oleh  karena

keterpaksaan it banyak timbul kendala dalam pencrapannya. Diantaranya :

¥
“

Tumpang Tindih antara Indikasi Geografis dan Merck

- Delinisi Indikasi Geografis dan Indikasi Asal yang memberikan penafsiran vang

keliry dan permasalahan dilapangan

3. Kurangnya diseminasi dan dokumentasi mengenai perlindungan Indikasi Geografis.

4, Efektivitas Lembaga vang berwenang Mengupayakan Perlindungan  Indikasi
weografis dan rendabnya Kesadaran masyarakat

3. lamanya Jangka waktu pemeriksaan Subtantif dan mahalnya biaya perlindungan
Indikasi Geografis

SARAN

Indikasi Geografis bagi Negara berkembang termasuk Indonesia merupakan suatu

sturan hukum yang membawa angin segar untuk dapat memperkenalkan dan menjual

oroduk-produk kekayaan alamnya yang memilki citi khas dan karakteristik ke

=Zancancgara dengan menaikkan daya jual Sehingga diharapkan perckonomian rakvat

—pat meningkat. Namun untuk dapat menerapkan secara optimal ada beberapa hal

“zng harus di perhatikan

Lembaga  yang berwenang untuk  melakukan  perlindungan seperti Dirjen
HELInstansi 13i daerah dan Sentra HKD di Universitas harus optimal dan bekerja
tolal untuk mengembangkan dan mendaftarkan produk-produk yang ber-Tndikasi
Uieografis Harus ada dukungan dan pemerintah, penpusaha dan tokoh masvarakat
untuk meningkatkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat mengenai pentingnya
perlindungan  Indikasi Geografis.Dan  vang terpenting  selurub pihak  harus
mendukung mengenai pendanaan perlindungan Indikasi Geografis vang relatif

mahal, apabila ada salah satu dacrah yang memiliki potensi tersebut namun tidak
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